PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL DAN KEARIFAN LOKAL
MASYARAKAT ARKIPELAGO: PERAN ADMINISTRASI PUBLIK
DAN KAJTAN SOSIOLOGI

Hildigardis M.I. Nahak® Aelsthri Ndandara 2

1.2) Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Nusa Cendana
J1. Adisucipto — Penfui Kode Pos. 85114, Telp. 0380-881597
Email:: hildigardis.nahak@staf.undana.ac.id Email2: aelsthri.ndandara@staf.undana.ac.id

ABSTRAK:

Konflik sosial adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimanapun,
pengelolaan konflik sosial yang tepat dan efektif menjadi sangat penting bagi kelangsungan
hidup masyarakat yang harmonis dan damai. Dalam konteks arkipelago, kearifan lokal
masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengelola konflik sosial secara tepat dan
efektif. Artikel ini membahas tentang peran administrasi publik dan kajian sosiologi dalam
pengelolaan konflik sosial dengan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat di arkipelago.
Administrasi publik bertanggung jawab untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan publik,
termasuk kebijakan untuk mengelola konflik sosial. Kajian sosiologi memberikan pemahaman
tentang dinamika sosial masyarakat dan faktor-faktor yang memicu konflik sosial. Menurut Karl
Marx, Konflik sosial tidak dapat dihindari, namun dengan pengelolaan yang tepat, konflik sosial
dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
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ABSTRACT

Social conflict is a phenomenon that often occurs in society. However, appropriate and
effective management of social conflict is very important for the survival of a harmonious and
peaceful society. In the context of archipelago, local community wisdom can be used as a tool
to manage social conflict appropriately and effectively. This article discusses the role of public
administration and sociological studies in managing social conflict by utilizing the local
wisdom of the people in archipelago. Public administration is responsible for determining and
implementing public policies, including policies for managing social conflict. Sociological
studies provide an understanding of the social dynamics of society and the factors that trigger
social conflict. According to Karl Marx, social conflict cannot be avoided, but with proper
management, social conflict can be turned into an opportunity to strengthen social relations
and improve the welfare of society.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu wilayah Arkipelago yang terdiri dari
sekumpulan pulau-pulau yang memiliki keunikan tersendiri. Indonesia terdiri dari
17.000 pulau yang tersebar di antara dua benua dan dua samudra, yaitu Asia dan
Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini membuat Indonesia
menjadi negara dengan wilayah laut terbesar di dunia dan memiliki kekayaan alam yang
sangat beragam dan melimpah. Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak
pulau dan kepulauan juga mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di

dalam negeri.

Dari 17.000 pulau lebih yang ada di Indonesia, sekitar 6.000 pulau di antaranya
dihuni oleh manusia. Namun, sebagian besar populasi Indonesia tinggal di pulau Jawa,
Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, sementara pulau-pulau yang lebih kecil dihuni
oleh masyarakat yang jumlahnya lebih sedikit. Meskipun demikian, pulau-pulau kecil di
Indonesia juga memiliki keunikan dan kekayaan alam yang tidak kalah menarik.

(Adisasmita: 2008)

Wilayah laut Indonesia yang sangat luas dan kaya akan sumber daya alam
memengaruhi perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi
negara penghasil ikan terbesar di dunia karena memiliki sumber daya ikan yang
melimpah. Selain itu, kekayaan alam Indonesia yang lain seperti hutan, tambang, dan
minyak juga memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. Namun,
pengelolaan sumber daya alam yang tidak tepat dan tidak berkelanjutan bisa
menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat yaitu terjadinya konflik

sosial.

Karakteristik wilayah arkipelago juga berpengaruh pada dinamika sosial, politik,
dan budaya di Indonesia. Pulau-pulau kecil dan terpencil di Indonesia kadang-kadang
memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda. Hal ini juga bisa memicu konflik
sosial yang terkait dengan perbedaan budaya dan adat istiadat. Oleh karena itu,
pengelolaan konflik sosial di Indonesia harus mempertimbangkan kearifan lokal dan

adat istiadat setempat.
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Dengan memperhatikan peran Administrasi Publik dan Kajian Sosiologi dalam
mengelola konflik sosial dan melestarikan kearifan lokal di Arkipelago, diharapkan
dapat tercipta lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan bagi masyarakat dan
lingkungan di wilayah tersebut. Wilayah Arkipelago merupakan wilayah yang terdiri
dari sekumpulan pulau-pulau yang tersebar di lautan, seperti Indonesia, Filipina,
Jepang, dan lain-lain. Karakteristik khas dan unik dari wilayah Arkipelago dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Keanekaragaman budaya: Wilayah Arkipelago memiliki keanekaragaman
budaya yang sangat kaya dan beragam, yang dapat ditemukan dalam bentuk bahasa,
adat istiadat, seni dan budaya, serta kepercayaan dan agama. Keragaman sumber
daya alam: Wilayah Arkipelago kaya akan sumber daya alam yang beragam, seperti
keanekaragaman hayati, hasil laut, pertanian, mineral, dan lain-lain. Keunikan
lingkungan: Wilayah Arkipelago memiliki keunikan lingkungan yang sangat khas,
seperti terumbu karang, hutan bakau, danau vulkanik, gunung berapi, dan lain-lain.
Ketergantungan pada laut: Karena wilayah Arkipelago sebagian besar terdiri dari
lautan dan pulau-pulau kecil, masyarakat di wilayah ini sangat bergantung pada laut
untuk sumber daya, transportasi, dan penghidupan. Keterpencilan dan
keterbatasan akses: Beberapa wilayah di Arkipelago terletak di lokasi yang terpencil
dan sulit diakses, sehingga infrastruktur dan pelayanan publik yang tersedia di wilayah

ini masih terbatas.

Indonesia memiliki beragam suku dan budaya yang tersebar di seluruh
wilayahnya. Setiap suku memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda,
yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, pakaian adat, seni, dan
kepercayaan. Ketika suku-suku tersebut hidup berdampingan di wilayah arkipelago
yang luas dan beragam, perbedaan budaya dan adat istiadat bisa menjadi pemicu

terjadinya konflik sosial.

Konflik sosial yang terkait dengan perbedaan budaya dan adat istiadat di
Indonesia bisa terjadi di berbagai level, seperti antar individu, kelompok, atau antar
wilayah. Contoh konflik sosial yang terkait dengan perbedaan budaya dan adat istiadat

adalah konflik horizontal di Papua antara suku asli dengan pendatang, konflik di
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Kalimantan antara suku Dayak dengan suku Madura, atau konflik di Maluku antara

suku Ambon dengan suku Ternate.

Untuk mengatasi konflik sosial yang terkait dengan perbedaan budaya dan adat
istiadat di Indonesia, pemerintah dan masyarakat perlu mempertimbangkan kearifan
lokal dan adat istiadat setempat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan
konflik. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai kebudayaan dan
adat istiadat setempat serta upaya untuk mengembangkan dialog antar kelompok yang
berbeda. Dalam hal ini, administrasi publik memainkan peran penting dalam
memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah tidak merugikan kepentingan
kelompok tertentu dan mempertimbangkan kearifan lokal. Sosiologi juga bisa
membantu dalam memahami dan mengkaji dinamika sosial dan budaya di Indonesia,

sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk pengelolaan konflik sosial

Administrasi publik memiliki peran penting dalam pengelolaan konflik sosial dan
kearifan lokal di Indonesia. Pemerintah harus dapat mengelola konflik sosial dengan
adil dan efektif, serta mempertimbangkan kearifan lokal dan adat istiadat setempat.
Selain itu, administrasi publik berperan dalam kebijakan dan program pemerintah yang
diimplementasikan tidak merugikan kepentingan kelompok tertentu dan
mempertimbangkan kearifan lokal dan adat istiadat setempat agar kebijakan dan
program yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kebiasaan masyarakat
setempat. Hal ini akan membantu meminimalkan risiko terjadinya konflik sosial yang

terkait dengan perbedaan budaya dan adat istiadat.

Administrasi publik bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan
memfasilitasi berbagai program dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi
kehidupan masyarakat di wilayah arkipelago. Administrasi publik harus melibatkan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masyarakat dapat
memberikan masukan dan aspirasi terkait kebijakan dan program yang akan
dijalankan. Dalam hal ini, administrasi publik juga bertanggung jawab untuk menjamin

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi

sosial, dan proses sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks
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pengelolaan konflik sosial di Indonesia, sosiologi dapat membantu memahami dan
mengkaji dinamika sosial dan budaya yang ada di Indonesia serta memberikan
pemahaman yang lebih baik mengenai kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Dalam
kajian sosiologi, dapat dikaji faktor-faktor sosial dan budaya yang menjadi penyebab
terjadinya konflik sosial di wilayah arkipelago. Misalnya, perbedaan agama, suku
bangsa, adat istiadat, atau kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat. Selain itu,
sosiologi juga dapat membantu memahami bagaimana masyarakat di wilayah
arkipelago memandang konflik sosial dan bagaimana mereka mengatasi konflik sosial
yang terjadi. Dengan memahami dinamika sosial dan budaya yang ada, sosiologi dapat
memberikan rekomendasi yang tepat untuk pengelolaan konflik sosial di Indonesia.
Misalnya, melalui pendekatan dialog, mediasi, atau rekonsiliasi, serta melibatkan
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan program

pemerintah yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah arkipelago

Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis ingin membahas mengenai penanganan
konflik sosial dan pelestarian kearifan lokal di arkipelago yang melibatkan berbagai
pihak, termasuk administrasi publik dan kajian sosiologi. Administrasi publik memiliki
peran penting dalam merumuskan kebijakan publik yang memperhatikan kepentingan
masyarakat dan lingkungan masyarakat arkipelago, serta dalam mengelola sumber daya
yang ada secara berkelanjutan. Sementara itu, Kajian Sosiologi dapat memberikan
pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memicu konflik sosial serta
bagaimana mengelola konflik tersebut dengan melibatkan masyarakat dan

menghormati kearifan lokal.
METODE

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya
studi pustaka, dimana penulis menelaah beberapa sumber pustaka sebagai referensi

dalam penulisan ini.
PEMBAHASAN

1. Teori Konflik
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Salah satu tokoh pencetus teori konflik adalah Karl Marx (1818-1830). Ia lahir di
Kota Trier, di Rhineland bagian Negara Jerman. Ia melanjutkan studi di Berlin untuk
menjadi seorang filsuf. Ia menerbitkan buku The German Ideology (1832) (Singer,
2021). Lalu bersama dengan Fredich Engels yang sama-sama pendiri filsafat marxisme,
mereka menyusun sebuah buku yang berjudul Communist Manifesto pada tahun 1884

(carver, 2021).

Dalam konteks ini, teori konflik Marx dapat membantu memahami konflik-
konflik sosial yang timbul di Arkipelago, terutama yang berkaitan dengan
ketidaksetaraan distribusi sumber daya dan hak-hak sosial. Teori ini juga dapat
digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dan administrasi
publik dapat mempengaruhi terjadinya konflik sosial di Arkipelago, serta bagaimana
kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi

konflik sosial tersebut.

Teori konflik Marx memandang bahwa konflik sosial merupakan hal yang wajar
dalam kehidupan sosial dan politik, dan timbul karena adanya ketidaksetaraan
distribusi sumber daya dan hak-hak sosial. Dalam konteks Arkipelago, perbedaan
budaya, adat istiadat, dan agama di antara kelompok masyarakat yang berbeda dapat
menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. Pengelolaan konflik sosial yang melibatkan
kearifan lokal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan
kelompok masyarakat setempat, dan menerapkan kebijakan yang adil dan merata.
Administrasi publik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan
program pemerintah tidak merugikan kepentingan kelompok tertentu dan

mempertimbangkan kearifan lokal.

Teori konflik Marx dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai
dinamika sosial dan politik di Arkipelago, dan membantu dalam merumuskan kebijakan
yang tepat untuk mengatasi konflik sosial yang muncul dengan mempertimbangkan
kearifan lokal. Pengelolaan konflik sosial dan kearifan lokal di Arkipelago, yang
dianggap sebagai sebuah konflik antara kepentingan kelompok atau individu dengan
kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks

Indonesia, ketidaksetaraan dapat timbul karena perbedaan budaya, agama, dan adat
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istiadat di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini dapat
menimbulkan konflik antara kelompok tersebut, dan memerlukan pengelolaan yang
tepat agar konflik tersebut tidak berdampak negatif bagi kepentingan umum atau
kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pengelolaan
konflik sosial dengan mengacu pada kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Hal ini
sejalan dengan pandangan Marx bahwa konflik dapat diselesaikan dengan
menghilangkan ketidaksetaraan dan menjalankan prinsip kesetaraan dan keadilan.
Oleh karena itu, teori konflik dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis
konflik-konflik sosial di Arkipelago dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan

konflik sosial yang terjadi pada masyarakat arkipelago. (Darsono: 2006).

2. Peran Administrasi Publik dalam Pengelolaan Konflik Sosial di
Arkipelago

Pengelolaan konflik sosial di Indonesia merupakan hal yang penting mengingat
Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan budaya yang dapat menjadi penyebab
konflik. Administrasi publik memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antara
kelompok-kelompok yang berkonflik dan mencari solusi bersama yang dapat diterima

oleh semua pihak.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh administrasi publik dalam mengelola

konflik sosial di Indonesia antara lain:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan:
Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap
keputusan yang diambil oleh pemerintah, sehingga dapat mengurangi konflik.

2. Meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan: Transparansi
dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi ketidakpercayaan
masyarakat terhadap pemerintah, dan mengurangi konflik.

3. Mengadakan pertemuan atau diskusi untuk mencari solusi bersama:
Pertemuan atau diskusi antara kelompok-kelompok yang berkonflik dapat
membantu mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak.

4. Menggunakan pendekatan restorative justice: Pendekatan restorative justice

dapat membantu memulihkan hubungan antara pihak yang berkonflik
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dengan cara mengembalikan kerugian yang diderita oleh pihak yang
dirugikan dan memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak.

5. Meningkatkan penegakan hukum: Penegakan hukum yang tegas terhadap
pelaku konflik dapat menjadi contoh bagi masyarakat bahwa tindakan konflik
yang anarkis tidak dapat diterima. (Kahar: 2019).

Dalam pengelolaan konflik sosial, peran administrasi publik sangatlah penting
untuk menciptakan kondisi yang stabil dan aman bagi masyarakat. Dengan demikian,
administrasi publik harus dapat mengelola konflik sosial dengan bijak dan berdasarkan
prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Administrasi publik dapat
memfasilitasi program-program yang memperkuat hubungan antar kelompok melalui
berbagai cara, seperti mengadakan dialog dan diskusi antar kelompok yang berkonflik,
mengorganisir kegiatan yang melibatkan partisipasi dari berbagai kelompok
masyarakat, atau memfasilitasi proses rekonsiliasi antar kelompok yang berkonflik.
Dengan memperkuat hubungan antar kelompok, maka masyarakat akan semakin
memahami bahwa perbedaan budaya, agama, dan adat istiadat tidak selalu menjadi

sumber konflik, tetapi bisa menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia.

Selain itu, program-program yang memperkuat kearifan lokal juga bisa menjadi
solusi dalam mengurangi konflik sosial. Misalnya, program pendidikan yang
memperkenalkan dan mengajarkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat
kepada generasi muda. Dengan memahami dan memperkuat kearifan lokal, generasi
muda akan lebih terbuka dan menghargai perbedaan, sehingga dapat mengurangi
konflik sosial di masa depan. Program-program seperti ini juga dapat memberikan
manfaat jangka panjang bagi masyarakat, karena dapat meningkatkan rasa identitas
dan kesatuan bangsa, serta memperkuat kearifan lokal yang dapat dijadikan sebagai

sumber daya dalam pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal

Identifikasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik sosial juga penting
untuk memahami masalah yang sedang dihadapi dan menemukan solusi yang tepat.
Administrasi publik harus mempertimbangkan kepentingan masing-masing kelompok
dan mencari keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama

dalam pengambilan keputusan. Kebijakan publik yang dihasilkan harus
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mengakomodasi kepentingan semua pihak dan tidak merugikan kelompok tertentu.
Misalnya, dalam kasus konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan,
administrasi publik harus mempertimbangkan hak-hak petani yang berdasarkan adat
dan kearifan lokal serta kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan produksi yang
memenuhi permintaan pasar. Dalam hal ini, administrasi publik perlu memastikan
bahwa kebijakan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak dan mengakomodasi

kepentingan kedua belah pihak.

Administrasi publik juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan
dan program pemerintah terimplementasi dengan baik di tingkat lokal. Hal ini berarti
administrasi publik harus terlibat dalam proses pelaksanaan program dan proyek,
memantau pelaksanaan kebijakan publik, serta melakukan evaluasi terhadap program
yang telah dilaksanakan. Dalam konteks pengelolaan konflik sosial di arkipelago
administrasi publik harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti tokoh
masyarakat, organisasi masyarakat, dan tokoh agama, untuk memahami dan
menghargai kearifan lokal yang ada. Sebagai contoh, dalam hal pengelolaan sumber
daya alam, administrasi publik harus mempertimbangkan adat istiadat dan kebiasaan
masyarakat setempat dalam menggunakan sumber daya alam. Jika kebijakan
pemerintah yang dihasilkan tidak memperhitungkan kearifan lokal, maka bisa terjadi
konflik sosial yang berkepanjangan. Dengan demikian, peran administrasi publik sangat
penting dalam mengelola konflik sosial di Arkipelago dengan mempertimbangkan
kearifan lokal serta kepentingan semua pihak yang terlibat dan melibatkan masyarakat
dalam proses pengambilan keputusan agar tercipta keamanan, ketentraman, dan

keharmonisan di masyarakat.
3. Kajian Sosiologi

Kajian sosiologi dalam pengelolaan konflik sosial di Indonesia, dapat memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor sosial dan budaya yang
mempengaruhi konflik sosial, serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang
hubungan antar kelompok dan masyarakat di Indonesia. Dengan memahami dinamika
sosial dan budaya, sosiologi dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk

mengelola konflik sosial dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan
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merumuskan kebijakan yang sensitif terhadap keragaman budaya dan kearifan lokal.
Selain itu, kajian sosiologi juga dapat memberikan gambaran tentang potensi konflik
sosial yang mungkin terjadi di masa depan, sehingga dapat diantisipasi dan ditangani

dengan tepat.

Beberapa faktor sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi konflik sosial dan

menjadi fokus kajian sosiologi antara lain:

Perbedaan agama dan kepercayaan: Perbedaan agama dan kepercayaan
seringkali menjadi pemicu utama konflik sosial di Indonesia. Kajian sosiologi dapat
membantu memahami bagaimana perbedaan agama dan kepercayaan mempengaruhi
dinamika konflik sosial dan bagaimana mengatasi perbedaan tersebut. Hal ini dapat
membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dan
mencari cara untuk mengurangi ketegangan antar kelompok yang berbeda agama atau

kepercayaan.

Selain itu, kajian sosiologi juga dapat membantu dalam memahami peran institusi
keagamaan dalam konflik sosial. Institusi keagamaan memiliki pengaruh besar dalam
membentuk sikap dan pandangan masyarakat terhadap perbedaan agama dan
kepercayaan, serta dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama antar kelompok yang
berbeda. Dengan memahami peran institusi keagamaan dan faktor-faktor sosial dan
budaya lainnya yang mempengaruhi konflik sosial terkait agama dan kepercayaan,
administrasi publik dapat merumuskan program dan kebijakan yang lebih tepat dalam

mengelola konflik sosial di masyarakat.

Perbedaan budaya dan adat istiadat: Indonesia memiliki keanekaragaman
budaya dan adat istiadat yang kaya. Namun, keanekaragaman juga bisa menjadi pemicu
konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Kajian sosiologi dapat membantu
memahami perbedaan budaya dan adat istiadat serta mencari cara untuk menghargai

dan memperkuat keberagaman tersebut.

Perbedaan budaya dan adat istiadat dapat mencakup perbedaan dalam nilai-nilai,
norma, dan tata cara hidup yang berbeda antar kelompok masyarakat. Konflik dapat

timbul ketika ada usaha untuk memaksakan nilai-nilai atau adat istiadat yang dianggap
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superior terhadap kelompok lain yang dianggap inferior atau kurang layak. Dengan
memahami perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada di masyarakat, dapat
menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman dan
ketidaktoleranan terhadap perbedaan tersebut. Dalam konteks pengelolaan konflik
sosial, sosiologi dapat membantu merumuskan kebijakan dan program yang
mempertimbangkan keberagaman budaya dan adat istiadat serta memfasilitasi dialog

antar kelompok mencari solusi terbaik untuk mengatasi perbedaan tersebut.

Kesenjangan sosial dan ekonomi: Kesenjangan sosial dan ekonomi antar
kelompok masyarakat juga dapat menjadi pemicu konflik sosial. Penting juga
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut dan mencari solusi untuk
mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat
terjadi akibat banyak faktor, seperti ketidakadilan dalam distribusi sumber daya,
perbedaan akses terhadap kesempatan pendidikan dan pelatihan, serta perbedaan
status sosial dan ekonomi. Hal ini bisa memicu timbulnya konflik sosial antara

kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dan kelompok yang diuntungkan.

Selain itu, kajian sosiologi dapat mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk
mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada, serta mempromosikan keadilan
dan kesetaraan dalam masyarakat. Salah satu contoh kebijakan yang bisa dilakukan
untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi adalah dengan memberikan akses
yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan, sehingga semua kelompok
masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan dan
pengetahuan yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan ekonomi. Kebijakan ini dapat
membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok masyarakat

dan meminimalkan potensi konflik sosial yang timbul akibat ketidaksetaraan.

Perbedaan politik dan ideologi: Perbedaan politik dan ideologi seringkali
menjadi pemicu konflik sosial di Indonesia. Kajian sosiologi dapat membantu
memahami dinamika perbedaan politik dan ideologi serta mencari cara untuk
mengelola perbedaan tersebut dengan baik, seperti dengan memperkuat dialog antar
kelompok dan membangun kesepahaman di antara mereka. Hal ini dapat mencakup

analisis tentang pemahaman dan pandangan politik dan ideologi kelompok-kelompok
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yang berbeda, serta bagaimana kelompok-kelompok tersebut saling berinteraksi dan
mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini, kajian sosiologi dapat memberikan
rekomendasi untuk mengatasi perbedaan politik dan ideologi yang dapat memicu

konflik sosial di Indonesia.

Perbedaan politik dan ideologi dapat mencakup perbedaan pandangan tentang
bagaimana pemerintahan dan kekuasaan harus dijalankan, atau perbedaan pandangan
tentang nilai-nilai sosial dan budaya tertentu. Konflik sosial yang timbul dari perbedaan
politik dan ideologi dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam kebijakan
publik, pemilihan umum, atau dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan
memahami perbedaan politik dan ideologi, administrasi publik dan masyarakat dapat
mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengurangi potensi konflik sosial

dan mempromosikan dialog dan kerjasama antara kelompok masyarakat yang berbeda.

Ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia: Ketidakadilan dan
pelanggaran hak asasi manusia juga dapat menjadi pemicu konflik sosial. Kajian
sosiologi dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakadilan dan
pelanggaran hak asasi manusia serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.
Dalam konteks ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia, kajian sosiologi dapat
membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakadilan tersebut,
seperti kebijakan publik yang diskriminatif, sistem ekonomi yang tidak adil, dan

ketimpangan kekuasaan di antara kelompok masyarakat.

Dalam mengatasi masalah ini perlu ada rekomendasi yang tepat untuk
memperbaiki kebijakan publik yang tidak adil dan merumuskan kebijakan yang lebih
inklusif dan pro-rakyat. Selain itu juga dapat membantu mempromosikan kesadaran
akan hak asasi manusia dan mengembangkan gerakan sosial yang berperan aktif dalam

memperjuangkan hak-hak tersebut.

Melalui pendekatan kajian sosiologi, maka dapat dilakukan pemetaan dan analisis
terhadap struktur sosial yang ada di masyarakat serta pemetaan aktor sosial yang
terlibat dalam masalah ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat

membantu dalam mengembangkan program atau kebijakan yang lebih tepat sasaran,
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sehingga mampu memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi masalah

tersebut.

Dalam praktiknya, kajian sosiologi dapat membantu dalam membangun jejaring
sosial dan mengembangkan program-program advokasi yang bersifat inklusif, sehingga
seluruh masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan
dan mendapatkan manfaat dari program-program tersebut. Dengan demikian, kajian
sosiologi dapat membantu dalam mengatasi masalah ketidakadilan dan pelanggaran

hak asasi manusia yang menjadi pemicu konflik sosial di Indonesia
KESIMPULAN

Peran administrasi publik dan kajian sosiologi dalam pengelolaan konflik sosial
dan kearifan lokal di arkipelago membahas pentingnya pengelolaan konflik sosial di
Indonesia, yang merupakan sebuah negara yang memiliki beragam suku, agama, dan
budaya. Administrasi publik memiliki peran penting dalam mengelola konflik sosial,
terutama dalam memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang berkonflik dan

mencari solusi bersama yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dalam tulisan ini penekanan pada pentingnya memperhatikan kearifan lokal
dalam pengelolaan konflik sosial di Indonesia, karena kearifan lokal dapat menjadi
sumber solusi yang efektif dalam mengatasi konflik sosial. Selain itu, beberapa cara
yang dapat dilakukan oleh administrasi publik dalam mengelola konflik sosial di
Indonesia, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi
dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan penegakan hukum yang tegas
terhadap pelaku konflik. Pengelolaan konflik sosial di Indonesia memerlukan peran

penting dari administrasi publik dan pengakuan akan kearifan lokal.

Konflik sosial di Indonesia sering kali disebabkan oleh perbedaan sosial dan
budaya antar kelompok masyarakat, seperti perbedaan agama, suku, dan budaya.
Kajian sosiologi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-
faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi konflik sosial, seperti pandangan dan
nilai-nilai yang berbeda antar kelompok masyarakat. Kajian sosiologi juga dapat

memberikan wawasan tentang berbagai metode dan pendekatan yang dapat digunakan
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untuk mengatasi konflik sosial, seperti pendekatan partisipatif, mediasi, dialog, dan lain
sebagainya. Melalui kajian sosiologi, maka dapat dikembangkan strategi dan solusi yang

lebih tepat dan akurat dalam mengatasi konflik sosial di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2008). Ekonomi Archipelago. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Darsono P, Dr., SE., SF., MA., MM., (2006), Karl Marx — Ekonomi, Politik,
dan Aksi Revolusi, Jakarta: Diadit Media.

Kahar, S., Rusdi, M., & Jabbar, A. (2019). Manajemen Perilaku Birokrasi
Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Kantor Desa Bulo Wattang
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sedenreng Rappang. PRAJA:
Jurnal Ilmiah Pemerintahan. 7(2), 59—64.
https://doi.org/10.51817/prj.v7i2.364

Mursyidin. (2019). Pengaruh Pemberian Penghargaan Terhadap Kinerja
Pegawai di Dinas Kebudayaan Dan Pemuda Kabupaten Aceh Barat.
53(9), 1689—1699. https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004

Punya, P. S., Sambiran, S., & Sampe, S. (2019). Perilaku Birokrasi Pemerintah
Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Kecamatan Malalayang

Kota Manado. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1—12.
Sawir, M. (2020). Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi.

Deepublish.
Solong, A. (2021). Kajian Teori Organisasi dan Birokrasi Dalam Pelayanan

Publik. Deepublish.

81



